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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan
eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan
eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha
perlindungan dan penataan pasar tradisional agar mampu
berkembang antar pasar modern dengan pasar tradisional;
bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya
di bidang perdagangan di Kabupaten Jembrana, diperlukan
penataan, pemberdayaan, dan kaidah pengamanan agar
tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai
kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;

bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus
didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang
kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
| Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan
BUPATI JEMBRANA,

MEMUTUSKAN :

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Bupati adalah Bupati Jembrana.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Penyelenggara
Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha/Pedagang Kecil,
dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri.

Pengadaan adalah kegiatan jual - beli barang atau jasa yang dilakukan secara
terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas
barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang
dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran
maupun eceran.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi
perseroan terbatas, koperasi dan/atau badan usaha milik negara/daerah atau
yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan/atau laba.

Pasar adalah tempat berjual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu
baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan,
mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Induk adalah tempat berjual beli yang dalam kegiatannya merupakan pusat
pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan - bahan pangan sementara dan
pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas negara.

Pasar Grosir adalah tempat berjual beli yang dalam kegiatannya melayani
permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar.

Pasar Eceran adalah tempat berjual beli yang dalam kegiatannya melayani
permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah eceran.

Pasar Tradisional adalah tempat berjual beli yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha
berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
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Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual
dan disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan
kegiatan perdagangan barang.

Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan
kegiatan operasional pasar.

Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
perniagaan / perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba
dan memiliki izin operasi.

Pedagang Besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas
namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjukkannya untuk
menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang
yang memiliki aset diatas 200 (dua ratus) juta dan/atau volume omzet diatas 1
(satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli
akhir.

Pedagang Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang
perdagangan, yang memiliki aset maksimal 200 (dua ratus) juta dan/atau volume
omzet maksimal 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung
kepada pembeli akhir.

Pedagang Perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai
perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan
pembelian, penjualan dan pemasaran.

Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai
perantara untuk atas nama pihak lain untuk melakukan pembelian, penjualan dan
pemasaran.

Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang -
barang di tempat - tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.

Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang
sebagai tempat sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya
dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pusat Perdagangan/Trade Centre adalah kawasan pusat jual beli barang sandang,
pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan
lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang
lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki
dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.

Pusat Pertokoan adalah kompleks toko yang mengelompok pada satu areal
tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola
oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada
pembeli.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai
jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement
store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Toko Modern Kecil seperti Mini Swalayan/Mini Market adalah sarana/tempat
usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara
eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai
usahanya kurang dari 400 m? (empat ratus meter persegi).

Dumping adalah cara menjual barang dan jasa dengan harga dibawah biaya harga
pokok penjualan atas penyediaan barang dan jasa tersebut.
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Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu
dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.

Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu
dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pengecer atau pedagang.

Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.

Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan
tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.

Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktifitas
jual beli (selling space), tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor,
pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.

Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau
disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan bagi pelayanan
umum, gudang, dan tempat parkir.

Perjanjian monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang
bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau
lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih dikaitkan dengan pihak
pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan
pembeli.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah
dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha
menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat
dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan atau menurunkan muatan berupa
barang di areal pasar oleh kendaraan sejenis kontainer, truk, pick-up, mobil
boks, gerobak dan sejenisnya.

Anjungan Belanja Mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin.
Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang
masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas jalan
yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna
jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang
akan datang.

Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan
ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk
dibatasi secara berdaya guna.

Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul
atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang,
dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan Lokal adalah jumlah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan
masuk dibatasi.

Jalan Lingkungan adalah jalan umum vyang berfungsi melayani angkutan
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat
nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud
pusat-pusat kegiatan.

Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan
perkotaan.



BAB I
PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama
Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2
(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk
Peraturan Zonasinya.
(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk
Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah
kendaraan roda empat untuk setiap 100 m? (seratus meter per segi) luas lantai
penjualan Pasar Tradisional; dan

c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat
(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak
lain.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Pasal 3
(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. Minimarket, kurang dari 400 m? (empat ratus meter per segi);

b. Supermarket, 400 m? (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m?
(lima ribu meter per segi);

c. Hypermarket, diatas 5.000 m? (lima ribu meter per segi);

d. Department Store, diatas 400 m? (empat ratus meter per segi);

e. Perkulakan, diatas 5.000 m? (lima ribu meter per segi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk
sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis
kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan

c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.



Pasal 4

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar
Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang
bersangkutan;

b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah
ada sebelumnya;

c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit
kendaraan roda empat untuk setiap 60 m? (enam puluh meter per segi) luas
lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern; dan

d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/ atau
Toko Modern dengan pihak lain.

(3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri
atau kolektor primer atau arteri sekunder.

(2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau
kolektor; dan

b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam
kota/perkotaan.

(3) Supermarket dan Department Store:

a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/
perkotaan.

(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem
jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di
dalam kota/perkotaan, yang ditetapkan oleh Bupati

(5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk
sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan atau
lingkungan (perumahan).

Pasal 6
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga
jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat
dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 7
(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai
berikut:
a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul
22.00 Wita;
b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.



)

3

4

(1)

(2)

®3)

(4)

()

(6)

Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati
dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

Untuk penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang waktu
pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki izin khusus.

Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB Il
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8
Kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen
Store, Supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket dibuat dengan
perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan tehadapnya berlaku hukum
Indonesia.
Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-
syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(D).
Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling
menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang
berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;

b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan jika telah
diperjanjikan di dalam kontrak;

c. pemasok dapat dikenakan denda jika tidak memenuhi jumlah dan ketepatan
waktu pasokan dan toko modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak
memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

d. pemotongan nilai tagihan pasokan yang dikaitkan dengan penjualan barang
dengan karakteristik tertentu; dan

e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok
ditetapkan dan digunakan secara transparan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :

potongan harga regular (regular discount);

potongan harga tetap (fixed rebate);

potongan harga khusus (conditional rebate);

potongan harga promosi (promotion discount);

biaya promosi (promotion budget);

biaya distribusi (distribution cost) dan;

g. biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan
rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
PERIZINAN

Pasal 9
Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern,wajib memiliki:
a. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
b. lIzin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat
Perdagangan.
c. lzin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department
Store, Hypermarket dan Perkulakan.
IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah
setempat.
Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati
Pedoman dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pemerintah Daerah dalam memberdayakan pedagang kecil dapat :

a. menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang
mampu mendorong pengembangan pedagang kecil secara sistemik, mandiri, dan
berkelanjutan;

b. menciptakan sistem penjaminan secara finansial terhadap operasionalisasi
kegiatan usaha yang dijalankan;

c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna
meningkatkan status usaha agar lebih layak berkembang sekaligus dapat
memperoleh pinjaman Bank dalam jangka panjang.

(3) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional Pemerintah Daerah dapat:

(4)

a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan dan pemberdayaan pasar
tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;

c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada
untuk memperoleh tempat usaha di pasar tradisional yang direnovasi atau
direlokasi; dan

d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah

dapat:

a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar
Tradisional;

b. mendorong pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menggunakan
tenaga kerja penduduk terdekat dengan lokasi usaha sepanjang memenuhi
kualifikasi; dan

c. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini.



(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Bupati dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat
yang ditunjuk.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 11
Setiap pengelola usaha perdagangan, baik jenis pasar tradisional, pusat perbelanjaan
maupun toko modern berhak :
a. mendapatkan pelayanan yang sama dari Pemerintah Kabupaten Jembrana;
b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagaian Kedua
Kewajiban

Pasal 12
Setiap penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wayjib :
a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha ;
menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah

®© O O T

kendaraan roda empat untuk setiap 100 m? (seratus meter persegi) luas lantai

penjualan pasar tradisional dan 60 m? (enam puluh meter persegi) luas lantai
penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;

f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;

. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan

karyawan;

. menyediakan toilet yang memadai;

menyediakan sarana aksebilitas bagi para penyandang cacat;
menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;

. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat,

makan pada waktunya;

. mentaati perjanjian kerja serta menjamin Kkeselamatan, Kkesehatan dan
kesejahteraan karyawan;

m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan
timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;

n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan
kepada pihak lain; dan

0. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

«
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Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern

dilarang:

a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan
monopoli usaha;

b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan,
kesehatan, keamanan, dan ketertiban yang dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan kecuali di tempat yang disediakan secara khusus;

c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan
penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme
perdagangan door to door;

d. menjual barang yang sudah kedaluwarsa ;

e. memperdagangkan barang yang mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;

f. bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari

penanaman modal asing untuk usaha pemasaran swasta skala besar dan menengah ;

. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati ;

h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

«

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang penataan Pasar.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

tersangka;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka, dan keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum vyang dapat dipertanggung
jawabkan.

-~ 0 Qo0 o
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 16
Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelanggaran
peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis,
paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi, dan
telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan
Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau
Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

(2) lIzin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
berdasarkan Peraturan Daerah ini ;

(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses
pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi persyaratan
lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(4) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang
diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri beroperasi dan belum
melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam
waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket,
Departemen Store, Supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah
ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya perjanjian itu.
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BAB X
PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2010

PENJABAT BUPATI JEMBRANA,

| GUSTI MADE SUNENDRA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

| GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 8.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

UMUM.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam
lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa
diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi
pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan,
membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang
menunjang.

Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri
serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi
penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta
norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam
hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan
kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan
keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
a.

Yang dimaksud dengan potongan harga regular (regular discount),
yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok

b. kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli.

c. Yang dimaksud potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan
harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa
dikaitkan dengan target penjualan

d. potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga
yang diberikan oleh pemasok jika toko modern dapat mencapai
target penjualan

e. potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga
yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka
kegiatan promosi, baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh
toko modern

f. biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan
kepada pemasok oleh toko modern untuk mempromosikan barang
pemasok di toko modern

g. biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan
oleh toko modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi
barang pemasok ke jaringan toko modern ; dan/atau

h. biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya
dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada
toko modern yang dibebankan kepada pemasok.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8.
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